
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana te1ah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah­
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
ten tang Pedoman Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah
Bayu Asih;

BUPATIPURWAKARTA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TENTANG
PEDOMANPENERAPANPENGELOLAANKEUANGAN

BADANLAYANANUMUMDAERAH
PADARUMAHSAKITUMUMDAERAHBAYUASIH

NOMOR to TAHUN ~?'1..-<)
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PROVINSIJAWABARAT
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

•

•



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Purwakarta.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD)secara penuh.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan RSUD
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari keten tuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Direktur adalah Direktur RSUD Bayu Asih Kabupaten
Purwakarta ex officio selaku pimpinan BLUD.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

9. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang
baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu,
berkesinambungan dan berdaya saing.

sebagai unsur
yang memimpin
yang menjadi

Pemerintah Daerah adalah Bupati
penyelenggara Pemerintahan Daerah
pelaksanaan urusan pemerintahan
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.3.

2.

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAHPADARUMAHSAKITUMUMDAERAHBAYUASIH.

MEMUTUSKAN:

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2010
tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) Di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);

•

•

Menetapkan



10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra
adalah dokumen perencanaan BLVD untuk periode 5
(lima) tahun.

11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa
rnencari keuntungan dalam rangka rnemajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.

12. Pendapatan adalah semua penerirnaan dalam bentuk kas
dan tagihan BLVDyang menambah ekuitas dana Iancar
dalarn periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu
dibayar kernbali.

13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas
yang rnengurangi ekuitas dana lancar dalarn periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pernbayarannya kernbali oleh BLVD.

14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat
RBAadalah dokumen rencana anggaran tahunan BLVD,
yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan
rencana kerja dan anggaran SKPD.

15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pernbiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah pejabat yang bertugas
rnelaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Perangkat Daerah.

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang diselanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang mernuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan RSVD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
Pernirnpin BLVDRSUD selaku Pengguna Anggaran.

19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang
diselanjutnya disingkat DPPA adalah dokurnen yang
rnemuat perubahan pendapatan, belanja dan
pernbiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
perubahan anggaran oleh Pernirnpin BLUDRSVD selaku
PA.

20. Rekening Kas BLVD RSVD adalah tempat penyimpanan
uang BLVDRSVD pada Bank yang ditunjuk Bupati.

21. Tarif adalah imbalan atas barang dan/ atau jasa yang
diberikan oleh RSVD termasuk imbal hasil yang wajar



(1) RSUD merupakan bagian perangkat daerah yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan
mekanisme BLUD, dengan pencapaian tujuan
Pemerintah Daerah dan karenanya status hukumnya
tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah.

Pasal4

BagianKedua
Asas

RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan
kesehatan, rujukan dalam arti luas kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan
produktifitas serta dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Pasal3

BagianKesatu
Tujuan

BABIII
TUJUANDANASAS

(1) RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus yang
menerapkan Pola PengelolaanKeuangan Badan Layanan
UmumDaerah.

(2) Sebagai unit organisasi yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD diberi
kewenanganuntuk:
a. menyelenggarakanPola PengelolaanKeuangan Badan

LayananUmumDaerah;
b. menyelenggarakan pengadaanjmengangkat pegawai

non Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga profesional
sesuai dengan kebutuhan BLUDyang dibayar dari
pendapatan BLUDRSUD;

c. menyelenggarakan penatausahaan barang milik
daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari aset Pemerintah Daerah; dan

d. membentuk Unit Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal2

BABII
POLAPENGELOLAANKEUANGAN
BADANLAYANANUMUMDAERAH

dan investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup
seluruh atau sebagaian dari biaya per unit layanan.

•

•



Struktur Anggaran BLUDterdiri dari :
a. Pendapatan BLUD;
b. Belanja BLUD;dan

Pasal 6

Bagian Kedua
Struktur dan Penganggaran

(1) RSUDsebagai BLUDmenyusun Renstra.
(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan
mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja
dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan
dengan Peraturan Bupati tersendiri .

(4) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),memuat:
a. rencana pengembangan layanan;
b. strategis dan arah kebijakan;
c. rencana program dan kegiatan; dan
d. rencana keuangan.

(5) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan
evaluasi kinerja.

•

Pasal 5

Bagian Kesatu
Perencanaan

BABIV
PENGELOLAANKEUANGANRSUD

(2) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
didelegasikan kepada RSUD dari segi manfaat layanan
yang dihasilkan.

(3) Direktur diangkat sebagai pemimpin BLUD,bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis dan operasional
pemberian layanan kesehatan yang didelegasikan
kepadanya oleh Bupati.

(4) RSUD menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum Daerah tidak mengutamakan
keuntungan namun dapat menutupi biaya operasional
dan pemeliharaan.

(5) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan
kinerja RSUDdisusun dan disajikan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta
laporan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah.

(6) RSUDdalam penyelenggaraan layanan umum kesehatan
sejalan dengan praktik bisnis yang sehat dan diberikan
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya .•



(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a
merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

Pasal9

(1) RBAmerupakan penjabaran lebih lanjut dari program
dan kegiatan RSVD dengan berpedoman pada
pengelolaankeuangan RSVD.

(2) RBAsebagaimanadimaksud pada ayat (1),meliputi:
a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan

pembiayaan;
c. perkiraan harga;
d. besaran persentase ambangbatas; dan
e. perkiraan maju atau fonvard estimate.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut
pola anggaran fleksibeldengan suatu presentase ambang
batas tertentu.

(4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan standar pelayananminimal.

Pasal8

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5),
disusun berdasarkan:
a. anggaran berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan
c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan

yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang
diberikankepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama
dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya,
APBD,dan sumber pendapatan BLVDlainnya.

(2) Anggaranberbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang
berorientasipada pencapaian output dengan penggunaan
sumber daya secara efisien.

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

(4) Dalamhal BLVDbelummenyusun standar satuan harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLVD
menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan
olehKeputusan Bupati.

(5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan
sebagaimanadimaksud pada ayat (2)huruf c merupakan
pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan
belanjamodal.

Pasal 7

c. PembiayaanBLVD.

•

•



(2) RKAbeserta RBAsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKDsebagai bahan penyusunan
rancangan peraturan daerah tentangAPBD.

(3) PPKDmenyampaikan RKAbeserta RBA sebagaimana
dimaksudpada ayat (2)kepada tim anggaran pemerintah
daerah untuk dilakukan penelaahan.

(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan
alokasidana APBDuntuk BLUD.

(5) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan
RBAmengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan
dan penetapanAPBD.

(6) Ketentuan lebih lanjut rnengenai penyusunan,
pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur
denganPeraturan Bupati tersendiri.

dalam
dan

Pasal 8
merupakan

RBA sebagaimana dimaksud
diintegrasikari/dikonsolidasikan
kesatuan dari RKA.

(1)

Pasall0

(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b,
merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan
tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang
tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk
barang dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya
per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti
tercermin dari Tarif Layanan.

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, merupakan
besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari
pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLUD.

(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan
dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang
direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang te1ah disetujui dan menjadi
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.



(1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
huruf b, terdiri atas:
a. belanja operasi; dan
b. belanja modal.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mencakup seluruh be1anja BLUD untuk
menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja bunga dan belanja lain.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mencakup se1uruh belanja BLUD untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan BLUD.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin,
belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan
jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal12

Bagian Keempat
Belanja

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
huruf a, bersumber dari:
a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
d. APBD;dan
e. lain-lain pendapatan BLUDyang sah.

(2) Pendapatan BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk
membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang
berasal dari hibah terikat.

(3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

(4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikarr/
dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun
pendapatan daerah sesuai dengan pedoman penyusunan
APBDpada tahun berkenaan.

(5) Pengaturan lebih lanjut terkait Pendapatan BLUD
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri terkait
Pedoman Tata KelolaKeuangan BLUD.

Pasal 11

Bagian Ketiga
Pendapatan



(1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf c, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam
RKA SKPD dan selanjutnya
diintegrasikan/ dikonsolidasikan pada akun pembiayaan
pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah.

(2) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak
melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA,
untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD. Rincian
belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal14

(1) Pembiayaan BLUDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf c, terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
dalam ayat (1)huruf a meliputi:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya;
b. divestasi; dan
c. penerimaan utang/ pinjaman.

(4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b meliputi investasi dan pembayaran
pokok utang/ pinjaman.

Pasal13

Bagian Kelima
Pembiayaan

(6) Belanja BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang
sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b,
huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran
BLUD, diintegrasikan / dikonsolidasikan ke dalam RKA
SKPDpada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci
dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu)
output, dan jenis belanja.

(7) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan
pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung
pelayanan.



(1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun
laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan
laporan pembiayaan BLUDsecara berkala kepada PPKD.

(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran
perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan
pemimpin.

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kinerja keuangan; dan
c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 19

Pasal18

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menjadi dasar
pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.

(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang
dan/ atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan
yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran
kas dalam DPA,dan memperhitungkan:
a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi pendapatan; dan
c.proyeksi pengeluaran.

(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan melampirkan RBA.

Pasal17

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan
anggaran BLUD.

Pasal16

BLUDmenyusun DPAberdasarkan peraturan daerah tentang
APBDuntuk diajukan kepada PPKD.

Pasal15

BABV
PELAKSANAANANGGARAN



Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan
penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
a. pendapatan dan belanja;
b. penerimaan dan pengeluaran;
c. utang dan piutang;
d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
e. ekuitas.

Pasal22

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUDmenyelenggarakan :
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLVD;
d. pembayaran;
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka

pendek;dan
f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh

pendapatan tambahan.

(2) Penerimaan BLVD dilaporkan setiap hari kepada
pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal21

(1) Untuk pengelolaan Kas BLVD, pemimpin membuka
rekening kas BLVD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan .

(2) Rekening kas BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk menampung penerimaan dan
pengeluaran kas yang dananya bersumber dari
pendapatan BLVD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal20

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan surat pemyataan tanggungjawab yang
ditandatangani oleh pemimpin.

(3) Berdasarkan laporan yang melampirkansurat pernyataan
tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala
SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk
disampaikan kepada PPKD.

(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3),
PPKDmelakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat
Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

•

•



(1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dihitung tanpa
memperhitungkan saldo awal kas.

(2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi
kegiatan operasional, meliputi:
a. kecenderunganjtren selisih anggaran pendapatan

BLVDselain APBDtahun berjalan dengan realisasi 2
(dua) tahun anggaran sebelumnya; dan

b. kecenderunganftren selisih pendapatan BLVDselain
APBDdengan prognosis tahun anggaran berjalan.

(3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan
DPA.

(4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)berupa catatan yang memberikan informasi
besaran presentase ambang batas.

(5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) rnerupakan kebutuhan yang dapat diprediksi,
dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.

(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan apabila pendapatan BLVDsebagaimana Pasal
Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e

Pasal24

(1) Pengelolaan belanja BLVDdiberikan fleksibilitas dengan
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan
pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang
telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilaksanakan terhadap belanja BLVD yang bersumber
dari pendapatan BLVD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dan hibah
tidak terikat.

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan besaran persentase realisasi belanja yang
diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan
DPA.

(5) Dalam hal belanja BLVD melampaui ambang batas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu
mendapat persetujuan Bupati.

(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLVD
mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD
kepada PPKD.

Pasal23

BABVI
PENGELOLAANBELANJABLVD

•

•



(1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan
penyerahan barang, jasa, darr/utau transaksi yang
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan
Kegiatan BLUD.

(2) BLVD melaksanakan penagihan piutang pada saat
piutang jatuh tempo dengan dilengkapi administrasi
penagihan.

(3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang
diserahkan kepada Bupati dengan me1ampirkan bukti
yang sah.

Pasal28

BABVIII
PIUTANGDANUTANG/PINJAMAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang darr/atau
jasa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25 ayat (2),
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal27

BLUD dalarn me1aksanakan pengelolaan barang mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang
milik daerah.

Pasal26

(1) Pengadaan barang darr/atau jasa pada BLUD yang
bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan barang/ jasa pemerintah.

(2) Pengadaan barang darr/ atau jasa pada BLUD yang
bersumber dari:
a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerja sarna dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUDyang sah
diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau
seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang­
undangan mengenai pengadaan barang darr/ atau jasa
pemerintah.

Pasal25

BABVII
PENGELOLAANBARANG

telah
yang

target pendapatan yang
RBA dan DPA tahun

diprediksi melebihi
ditetapkan dalam
dianggarkan.



(1) Utangj'pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan utang/ pinjaman
yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun

Pasal32

(1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan utang/ pinjaman
yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun
yang timbul karena kegiatan operasional dan/ atau yang
diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara
jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah
penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran
kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembayaran utangy pinjaman jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kewajiban pembayaran kembali utangj'pinjaman yang
harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

(3) Utangj'pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian
utang/ pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan
pemberi utang/ pinjaman.

(4) Pembayaran kembali utang /pinjaman jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab BLUD.

(5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ditetapkan dengan
Peraturan Bupati tersendiri.

(6) BLUD wajib membayar bunga dan pokok
utang/ pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (I) yang telah jatuh tempo.

(7) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran
bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang
batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasa131

(1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan
dengan kegiatan operasional dan/ atau perikatan
pinjaman dengan pihak lain.

(2) Utangj pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa utangj'pinjaman jangka pendek atau utang/
pinjaman jangka panjang.

Pasa130

(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
(2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati
tersendiri.

Pasal29



(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2)merupakan investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12
(dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan
surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan
rencana pengeluaran.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),meliputi:
a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3

(tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau
yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan

b. surat berharga negara jangka pendek.
(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),meliputi:
a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;

Pasal34

(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu
likuiditas keuangan BLUDdengan tetap memperhatikan
rencana pengeluaran.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
investasi jangka pendek.

Pasal33

Bagian Kesatu
Investasi

BABIX
INVESTASI,SISALEBIHPERHITUNGANANGGARAN

DANDEFISITANGGARAN
BADANLAYANANUMUMDAERAH

dengan masa pembayaran kembali atas utang /pinjaman
tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Utangj'pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)hanya untuk pengeluaran belanja modal.

(3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang
meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain
yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya
sesuai dengan persyaratan perjanjian utangj'pinjaman
yang bersangkutan.

(4) Mekanisme pengajuan utangj'pinjaman jangka panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

•

•



Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasa137

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan
selisih lebih antara realisasi penerimaan dan
pengeluaran BLUDselama 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan
realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun
anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati
disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah
dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana
pengeluaran BLUD.

(4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas.

(5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk
membiayai program dan kegiatan harus melalui
mekanisme APBD.

(6) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak
dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (6)mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat

yang anggarannya belum tersedia dan/ atau belum
cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal36

Bagian Kedua
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pengelolaan investasi BLUD ditetapkan dengan Peraturan
Bupati tersendiri.

Pasal35

b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.



(1) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan
tahunan.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama

Pasal40

(1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan.

(4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak
mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan
dan menerapkan kebijakan akuntansi.

(5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan
akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi
pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diaudit oleh pemeriksa ekstemal pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal39

BABX
PELAPORANDANPERTANGGUNGJAWABAN

(1) Defisit anggaran BLUDmerupakan selisih kurang antara
pendapatan dengan belanja BLUD.

(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit,
ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit terse but
antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan
pinjaman.

Pasal38

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran

•

•



(1) Pengawasan intemal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) bersama-sama jajaran manajemen

Pasal44

Pengawasan internal sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat
(2)dibentuk dengan mempertimbangkan :
a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. kompleksitas manajemen; dan
c. volume dan Iatau jangkauan pelayanan.

Pasal43

(1) Pengawasan Operasional RSUD dilakukan oleh
pengawas internal.

(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.

Pasal42

(1) Pembina teknis BLUD RSUD yaitu Kepala SKPD yang
bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang
bersangkutan.

(2) Pembinaan keuangan RSUDdilakukan oleh PPKD.

Pasal41

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
BLUD, yang terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan
teknis dan asistensi.

Pasal

BABXI
PEMBINAANDANPENGAWASAN

(4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD
tahunan.

2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah
dilakukan revru oleh SKPD yang membidangi
pengawasan di Pemerintah Daerah.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diintegrasikanj dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan SKPD,untuk selanjutnya diintegrasikanj
dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah
Daerah.

•

•



(1) Direktur dapat mengusulkan pencabutan penerapan
BLUDkepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal46

(3) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diukur
berdasarkan tingkat kemampuan BLUDdalam :
a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dan

layanan yang diberikan (rentabilitas);
b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
c. memenuhi se1uruh kewajibannya (solvabilitas); dan
d. kemampuan penerimaan dan jasa layanan untuk

membiayai pengeluaran.

(4) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diukur
berdasarkan prespektif pelanggan, proses internal
pelayanan, pembe1ajaran dan pertumbuhan.

(1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap
tahun oleh Bupati dan/ atau Dewan Pengawas terhadap
aspek keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan iuntuk mengukur tingkat
pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana
ditetapkan dalam Renstra dan RBA.

Pasal45

BABXII
EVALUASI,PENILAIANKINERJA

DANPENCABUTANPENERAPANBLUD

RSUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian
internal RSUD.

(2) Fungsi pengendalian intemal RSUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen RSUD
dalam hal:
a. pengamanan harta kekayaan;
b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

(3) Kriteria dan persyaratan yang dapat diusulkan menjadi
pengawas intemal antara lain :
a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang

memadai; dan
b. memiliki pendidikan dan/ atau pengalaman teknis

sebagai pemeriksa.



Setiap kerugian daerah pada RSUD yang disebabkan oleh
tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang
dise1esaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
- undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/ daerah.

Pasal48

BABXIII
PENYELESAIANKERUGIAN

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(4) bertugas untuk menilai usulan pencabutan
penerapan BLUDpaling lama 3 (tiga)bulan.

(2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai
bahan pertimbangan pencabutan BLUD.

(3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
ditetapkan .

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal47

penerapan BLUD,
ketentuan peraturan

Implikasi dari pencabutan
dilaksanakan sesuai dengan
perundang- undangan.

(6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
mencakup pendanaan, personil, prasarana dan data .

(5)

(2) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan akibat:
a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
b. kebijakan Bupati sesuai dengan kewenangannya

dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)huruf b dilakukan melalui penilaian.

(4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Bupati membentuk tim penilai yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

•

•
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PasalSO

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
(Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor
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Pasal49

BABXIV
KETENTUANPENUTUP


